
 

 

 

 

 

WALIKOTA DENPASAR 
 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
 

NOMOR  2 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN 

PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD), SURAT 
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  (SKPDKB), SURAT 

KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) DAN 
SURAT KETETAPAN PAJAK  DAERAH NIHIL (SKPDN) PAJAK   HOTEL, PAJAK 

RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA DENPASAR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA DENPASAR, 

 

 

Menimbang:  a. 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

b. 
 

 
 

 
 

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada 
nomenklatur kelembagaan di lingkungan Pemerintah 

Kota Denpasar, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 
2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengisian Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPBKBT) dan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar 

sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum saat ini 
sehingga perlu diubah; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang  Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan 

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil 
(SKPDN), Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan 

di Kota Denpasar; 
 

 
 
 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II  Denpasar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3465); 
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 3. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
4. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
5. 

 
 

 
 

6. 
 
 

 
 

 7. 
 

 
 
 8.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana  

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan             
Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia     Nomor 6402); 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 
Denpasar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Denpasar Nomor 3); 
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Denpasar Nomor 4); 

 9. 
 

 
 
10. 

 
 

 
 

 

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Denpasar Nomor 5); 
Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8); 
 

 



 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Penerbitan dan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan di Kota Denpasar diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Denpasar. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah 

Kota Denpasar. 
  4a.Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan  

Pendapatan Kota Denpasar. 
5. Wajib Pajak adalah wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, 

dan wajib pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, dan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. 
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTPD, adalah surat pemberitahuan yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban 
pajak daerahnya kepada Walikota. 

11. 
 

 
 

 

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengisian Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) pajak Hotel, 

Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar      
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN 

PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
(SPTPD), SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG 
BAYAR (SKPDKB), SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT), DAN SURAT 
KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN),  PAJAK HOTEL, 

PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA 
DENPASAR. 



 

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar. 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 

telah ditetapkan.  
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat 

STPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit 

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administratif berupa bunga/atau denda. 
 

2. Ketentuan  Pasal 2 ayat (6) dan ayat (8) diubah sehingga pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

(1) Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan yang meliputi 

penjualan barang atau jasa yang termasuk objek pajak hotel, 
pajak restoran, atau pajak hiburan wajib melakukan 

pemungutan pajak yang bersangkutan pada saat barang atau 
jasa diserahkan. 

(2) Pengakuan dan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengakuan dan 
perhitungan pendapatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

(3) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang telah 
dipungut disetor ke kas daerah selambat-lambatnya tanggal 

20 bulan berikutnya. 
(4) Wajib Pajak wajib memperhitungkan dan melaporkan sendiri 

pajak terutang dengan menggunakan SPTPD. 
(5) Perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan 

setiap bulan. 

(6) SPTPD Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan harus 
disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pendapatan 

Daerah selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya 
dengan dilampirkan keterangan dan/atau dokumen 

pendukung. 
(7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari 

libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari 

berikutnya.  
(8) Petunjuk pengisian dan Format SPTPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 
 

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)  diubah sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

 
 



 

Pasal  3 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 

pajak, Walikota dapat menerbitkan : 

a.    SKPDKB dalam hal : 

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; 

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam 
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara 
tertulis tidak disampaikan pada waktunya 

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 

yang terhutang dihitung secara jabatan.    
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terhutang. 

c.    SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diserahkan kepada Wajib Pajak oleh Petugas 

Badan Pendapatan Daerah. 
(3) Format SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari  Peraturan Walikota ini.  

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

 

Ditetapkan di  Denpasar 
pada  tanggal 7 Januari 2020 

 
WALIKOTA DENPASAR, 

 
 
 

 
RAI  DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 7 Januari 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 
 

 
 

 

RAI  ISWARA 

 

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR  TAHUN 2020 NOMOR 2 


